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ABSTRAK 
Nama  : Megawati 
Nim  : 10100113019 
Judul : Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di       
Desa Parappe  Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, 
Sulawesi Barat.  
 
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana sistem pembagian harta warisan pada 
masyarakat Islam di desa Parappe, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat? 
Serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tata cara ataupun proses pembagian harta 
warisan yang terjadi di Kec. Campalagian khususnya pada desa Parappe yang ditunjuk oleh 
peneliti untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. 
 Jenis penelitian ini tergolong dalam field research kualitatif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah: normative (syar’i) dan yuridis. Adapun sumber data penelitian 
ini adalah Tokoh Masyarakat/Guru Pesantren Hasan Yamani, Pimpinan Pondok Pesantren 
Salafiyah Parappe, Kepala Desa, Masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. 
Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian warisan di desa Parappe Kecamatan 
Campalagian dilakukan setelah orang tua (pewaris) wafat, namun ada juga di kalangan 
masyarakat desa Parappe yang memberikan sebagian hartanya kepada anaknya  yang telah 
menikah terlebih dahulu, hal tersebut masuk ke dalam kategori hibah namun masyarakat 
setempat tetap memahami hal tersebut sebagian pembagian warisan terlebih dahulu. Hal ini di 
lakukan ketika orang tua (pewaris) masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan pada 
saat orang tua wafat (pewaris) kemudian di lakukan pembagian harta warisan untuk para ahli 
warisnya, maka sang anak yang terlebih dahulu mendapat bagian setelah ia menikah ketika 
pewaris (orang tua) masih dalam keadaan sehat, sudah tidak mendapat bagian lagi seperti para 
ahli waris yang lain oleh karena ia telah mendapat bagiannya setelah ia menikah. Kemudian 
dalam pembagian harta warisan pada masyarakat desa Parappe dilakukan secara musyawarah, 
kekeluargaan yang di hadiri oleh ahli waris, serta pemangku adat. Namun dalam hal ini anak 
tertua laki-laki maupun perempuan yang diberi mandat untuk membagi harta warisan tersebut 
kepada ahli waris yang lain secara adil dan rata dengan di saksikan oleh semua orang yang hadir 
pada saat itu. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang sistem dan penerapan 
pembagian harta warisan di Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang dimana pembagian 
warisannya yang secara adat berbeda dengan pembagian warisan secara ilmu fara’id. Namun 
berdasararkan tasaluh hal ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum 
Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan kepada al-Qur’an dan Hadis. 
Pembagian harta warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian ini lebih menekankan secara 
sistem kekeluargaan (adat) hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan 
serta bertujuan untuk tidak menimbulkan konflik persengketaan di antara para keluarga. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Terkhusus kepada para tokoh agama dan tokoh 
masyarakat setempat, hendaknya mampu memberikan penyuluhan serta pemahaman tentang 
kewarisan Islam, selain itu warga juga dituntut untuk aktif dalam mempelajari serta memahami 
hukum kewarisan Islam berdarkan ketentuan ilmu fara’id dalam Islam. 2) Sebagai seorang 
muslim hendaknya dapat untuk mempelajari serta mengamalkan pelajaran mengenai hukum 
kewarisan Islam yang sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia 
dengan Tuhannya (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan manusia 
(hubungan horizontal). Aturan yang mengatur tentang manusia dengan Tuhannya 
berisi tentang tata cara manusia berhubungan lansung dengan Tuhan yang 
dikategorikan sebagai ibadah seperti melakukan salat, mengeluarkan zakat, dan 
berpuasa pada bulah Ramadan serta melakukan perjalanan ibadah haji bagi yang 
mampu. Sedangkan hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia disebut 
dengan Muamalah yang  merupakan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang 
lansung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Hukum Islam di bidang 
muamalah terdiri dari (1) munakahat (yang mengatur tentang perkawinan, perceraian 
serta sebab akibatnya), (2) wirasah (yang mengatur tentang segala hal berkaitan 
dengan ahli waris, pewaris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum 
waris ini disebut dengan ilmu faraid, (3) Muamalah ( dalam arti khusus mengatur 
masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, 
sewa menyewa, perserikatan dan lain sebagainya), (4) jinayat ( memuat aturan-aturan  
yang mengatur tentang hukum pidana), (5) al-ahkam as-shultaniyyah ( membahas 
mengenai persoalan yang berkaitang dengan kepala Negara, pemerintah, tentara, 
pajak dan sebagainya), (6) siyar (mengatur hal menyangkut masalah perang dan 
damai, tata hubungan dengan pemeluk agama, Negara dan lain-lain), (7) mukhamasat 
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(mengatur tentang soal peradilan, kehakiman dan tata hukum acara).1 Hukum 
kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini, 
baik yang berada disuatu daerah tersebut memberikan pengaruh atas hukum 
kewarisan di daerah itu sendiri.2 
Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah kekeluargaan yang 
dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada 
empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu: 
1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang 
setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem patrilineal, 
matrilineal, atau parental. 
2. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari 
agama Islam. 
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada 
pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan  dan Hukum agama Islam. 
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari Burgerlijk 
Wetboek (Buku II title 12/18, pasal 830-1130). 
Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu 
hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari Burgerlijk Wetboek (BW).3 
Wirasah atau biasa juga disebut juga dengan waris merupakan salah satu bidang 
hukum yang diatur dalam bidang muamalah atau juga dapat disebut dengan ilmu 
faraid, yaitu ilmu tentang berkaitan lansung dengan ahli waris, pewaris, harta 
                                                             
1 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2006),h.  57-58. 
2 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h. 1. 
3 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris,(Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009) h. 17. 
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warisan, harta peninggalan, serta tata cara pembagian dari warisan tersebut. Dalam al-
Qur’an telah dijelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitang dengan 
kewarisan untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam diseluruh dunia.4 Ilmu faraid 
memiliki peran yang sangat penting dalam hal kewarisan, tampa pengetahuan 
mengenai mawaris maka akan terjadi pertikaian yang terjadi diantara para Ahli waris 
sepeninggal Pewaris.Pentingnya mempelajari Ilmu Faraid ini sejalan dengan perintah 
Rasulullah saw. kepada umatnya sebagaimana mempelajar dan mengamalkan al-
Qur’an.5 
 Menurut hukum waris Islam, hukum kewarisan ada tiga, yaitu mauruts 
(tirkah) atau harta peninggalan, muwarrits atau orang yang meninggal, dan waris 
yaitu orang yang mewarisi atau Ahli waris. Mengenai hal ahli waris, maka anak 
adalah salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan baik anak laki-laki 
maupun anak perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris. Dalam  Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 176, bahwa anak perempuan bila hanya 
seorang saja mendapatkan sebahagian dari harta peninggalan, namun bila anak 
perempuan itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 
dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki, maka 
bahagian dari anak laki-laki tersebut adalah dua berbanding satu dengan bagian anak 
perempuan.6 Selain dari pada itu di dalam al-Qur’an pula juga di tegaskan mengenai 
                                                             
4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta: Pranada 
Media, 2008),h. 205. 
5 Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),h. 5 
6 Cik Hasan Bisri, dkk., Kompilasi Hukum Islam, ( Pamulang  Timur: PT. LOGOS 
WACANA ILMU, 1999),h. 197. 
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hal pembagian warisan yang sesuai dengan syariat hukum Islam, dalil pertama 
kewarisan dalam Islam adalah firman Allah swt. Dalam QS. An-Nisa/4:11-12. 
                         
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                            
                       
                    
                     
                        
                     
                    
                        
                             
Terjemahnya: 
 “Alah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, 
Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, Mak a ia memperoleh separo harta. dan untuk dua 
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya 
bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
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 Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai 
anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 
perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 
itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, 
Maka mereka bersekutu dalam yang sepertig a itu, sesudah dipenuhi wasiat 
yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi 
mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 
syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Penyantun”.7  
Berdasarkan uraian diatas Nampak jelas tentang pembagian harta warisan 
yang sesuai dengan Hukum Islam yang tercantum dalam al-Qur’an kemudian di 
adopsi masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun berbeda pada masyaraka 
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, mempunyai cara tersendiri 
dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta 
seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya, 
bahkan mereka biasa membagi harta tersebut sebelum pewaris meninggal, yaitu 
ketika salah satu anggota keluarga ada yang menikah maka mereka akan lansung 
dapat bagiannya. Masyarakat desa Parappe Kecamatan Campalagian yang merupakan 
mayoitas berasal dari suku mandar, menganut sistem mayorat laki-laki yaitu apabila 
anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung 
(atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. Anak laki-laki tertua pada  
masyarakat Kecamatan Campalagian tersebut dijadikan sebagai pengganti orang tua 
yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, 
                                                             
7 Kementerian Agama RI, AL-Qur’anul-Karim, Al-Jumanatul ‘Ali, (Bandung: CV. 
PENERBIT J-ART, 2007), h. 78-79. 
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namun ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai 
kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkannya, termasuk 
mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya, 
berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal. Adapun proses pembagian 
harta warisan kepada saudara-saudaranya akan sangat tergantung pada kebijakan 
anak laki-laki tersebut. Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak 
pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua 
yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memamfaatkannya guna 
kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh 
dengan tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan 
keluarga, sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur 
rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak 
dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan yang pemboros dan lain sebagainya, 
ini akan mendatangkan kerugian baik bagi anak tertua itu sendiri maupun keluarga 
lain yang juga sama-sama menjadi ahli waris. Berkenaan dengan pesoalan pembagian 
harta warisan Pada umumnya aturan kewarisan yang ada dalam Kompilasi Hukum 
Islam belum dipahami oleh mayoritas masyarakat, termasuk didalamnya para tokoh 
masyarakat, pemangku adat ataupun Ulama. Kompilasi Hukum Islam baru dipahami 
oleh sebagian kecil ulama atau tokoh masyarakat yang berlatar belakang pendidikan 
kampus.8 Berkenaan dengan fenomena yang terjadi di atas, maka penulis mengangkat 
judul mengenai Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat 
Islam di Kec. Campalagiang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dalam bentuk 
karya ilmiah berupa skripsi. 
                                                             
8 Muchith A. Karim, Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia, (Jakarta: 
Maloho Jaya Abadi Press, 2010),h. 59. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 
yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk 
mempermudah dalam proses penelitian sebelum melakukan observasi. Penelitian ini 
dilaksanakan di desa Parappe Kec. Campalagiang, Kab. Polewali Mandar, melalui 
wawancara secara lansung dengan warga, tokoh masyarakat disekitaran Kec. 
Campalagiang, yang paling berpengaruh di masyarakat tersebut tentang penelitan 
yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak tejadi kesalah 
pahaman, maka peneliti memberikan definisi mengenai pembahasan skripsi 
diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni “Sistem 
Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di desa Parappe Kec. 
Campalagiang, Kab. Polewali Mandar’’. 
1. Sistem yaitu dapat juga diartikan sebagai suatu perangkat, unsur yang secara 
teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. 
2. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu kata kerja 
yang berarti melakukan, menjalankan atau mengerjakan suatu rancangan. 
3. Pembagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘’Bagi’’ 
yang artinya pecahan dari sesuatu yang utuh, jadi pembagian dapat pula 
diartikan sebagai proses dari  membagi atau membagikan. 
4. Harta menurut bahasa yaitu sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan 
oleh manusia dengan suatu tindakan baik berwujud materi ataupun mamfaat. 
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5. Warisan  yang berasal dari kata waris adalah berbagai aturan tentang 
perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli 
warisnya. 
6. Pada merupakan kata depan yang dipakai untuk menunjukkan posisi di atas 
atau di bawah, atau sebagai kata ganti orang. 
7. Masyarakat Ialah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh 
suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis 
merumuskan judul penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan pada masyarakat  di desa Parappe 
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada 
masyarakat desa Parappe Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali 
Mandar, Sulawesi Barat? 
D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian mengenai “Sistem Pelaksanaan Pembagian 
Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, 
Sulawesi Barat’’ peneliti menemukan buku yang berkaitan dan menjadi pedoman 
dalam penelitian ini, diantaranya: 
Pertama, adalah buku yang berkaitan dengan masalah yaitu buku karangan 
Beni Ahmad Saebani,yang berjudul ‘’Fiqh Mawaris’’  dalam buku ini membahas 
mengenai pengertian dari ahli waris, pewaris, dan harta warisa., Namun di dalam 
buku ini tidak dijelaskan mengenai pembagian harta warisan secara adat dan 
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kebiasaan masyarakat yang masih dipertahankan seperti dalam judul penelitian yang 
akan diteliti oleh peneliti. 
Kedua, buku yang dikarang oleh Soerjono Soekanto yang berjudul “Hukum 
Adat Indonesia’’ dalam buku ini dijelaskan tentang pengertian Adat, Hukum Adat, 
dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Hukum Adat itu sendiri,. Yang 
menjadi pembeda antara buku ini dengan judul penelitian yang akan diteliti yaitu 
utamanya terhadap pembagian harta warisan, di dalam buku ini hanya membahas 
mengenai seputar kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih dipertahankan namun 
tidak sampai kepada pembahasan mengenai pembagian harta warisannya. 
Ketiga, buku yang dikarang oleh Suhrawardi K. Lubis dan Komis 
Simanjuntak yang berjudul, “Hukum Waris Islam” dalam buku ini dijelaskan tentang 
sebab-sebab seseorang sehingga mendapatkan warisan, serta hak-hak yang terlebih 
dahulu diperhatikan sebelum melakukan pembagian warisan. Kemudian letak ketidak 
samaan judul penelitian dengan buku ini, yaitu pada proses pembahasan buku ini 
hanya berpedoman kepada pembagian harta warisan secara hukum Islam saja tampa 
membahas mengenai pembagian warisan menurut hukum adat yang berlaku bagi 
masyarakat adat disuatu daerah. Selain buku peneliti juga menemukan, beberapa 
karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian diantaranya: 
Pertama, Tesis oleh saudari Pasnelyza Karani,yang merupakan Mahasiswi 
Universitas Diponegoro dalam karya ilmiahnya yang berjudul ‘’Tinjauan Ahli Waris 
Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan KUH Perdata’’ Tesis ini menjelaskan  
tentang sistem ahli waris pengganti dalam kedua hukum kewarisan, yaitu Hukum 
kewarisan Islam dan Hukum kewarisan KUH Perdata. Letak ketidak samaan antara 
karya ilmiah ini dengan judul penelitian yaitu pada proses pembahasan lebih focus 
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terhadap ahli waris pengganti diantara Hukum Kewarisan Islam dengan KUH 
Perdata. 
Kedua, yaitu skripsi dari saudari Ika Arwiny Pusvita Muttong. Mahasiswi 
Universitas Hasanuddin Makassar dalam karya ilmiahnya  yang berjudul 
“Pembagian Harta Warisan Yang Tidak Sesui Dengan Mal Waris Dalam Kompilasi 
Hukum Islam (Study Kasus putusan Nomor 319/Pdt.G/2008/Mks), dalam skripsi ini 
dijelaskan tentang bagaimana kedudukan ahli waris yang telah memperoleh hibah 
dari orang tua semasa hidup dan pertimbangan hakim sehingga tidak memberi bagian 
ahli waris pada salah satu objek harta warisan, namun letak ketidak samaan dengan 
judul penelitian ini terdapat pada proses pembahasan yang lebih terfokus pada 
perkara Putusan Nomor 319/Pdt.G/2008/Mks. 
Berdasarkan beberapa buku dan karya ilmiah yang telah disebutkan diatas, 
maka peneliti dengan judul “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada 
Masyarakat Islam di Kec. Campalagiang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat” 
belum pernah dibahas sebelumnya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Dengan melihat rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan 
yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahasa dalam penulisan ini adalah: 
a) Untuk mendiskripsikan praktek dan sistem pembagian harta warisan pada 
masyarakat Islam terkhusus pada masyarakat desa Parappe Kec. 
Campalagiang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 
b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses 
pembagian harta warisan yang terdapat pada desa Parappe Kec. 
Campalagiang, Kab. Polewali Mandar. 
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2. Kegunaan 
1. Kegunaan Ilmiah 
Penelitian ini diharapkapkan mampu memberikan pencerahan dan juga 
sebagai bahan wacana bagi masyarakat yang luas serta menambah khazanah 
ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu kewarisan bagi masyarakat 
Islam. Sebagai sarana referensi bagi para peneliti lainnya yang sedang 
melakukan penelitian yang terkait dalam bidang Kewarisan Islam atau 
khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Perdata. 
2.  Kegunaan Praktis 
        Penelitian ini dijadikan sebagai persembahan fikiran kepada masyarakat 
yang berdomisili pada Kec. Campalagiang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi 
Barat, dan terkhususnya lagi bagi yang berkepentingan dalam menyelesaikan 
perkara dalam bidang kewarisan.
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam 
Tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan tentang ilmu kewarisan sangatlah 
penting adanya, masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling 
sempurnah yang telah dikemukakan oleh al-Qur’an, bahkan dapat dibilang tuntas. 
Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara 
lansung tampa membutuhkan penafsiran. 
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 
Bila ditinjau dari segi pengertian, dalam kamus hukum dijelaskan bahwa 
pengertian dari Hukum ialah segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 
yang berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat,9 Dengan perkataan lain, fungsi 
hukum di sini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum 
digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan 
yang dikehendakinya dengan menciptakan pola-pola baru, juga berarti mengubah 
atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan jaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi 
untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, 
seperti Indonesia.10   Sedang pengertian dari Kewarisan Islam terdiri dari dua suku 
kata yaitu “kewarisan” dan “Islam” dari segi pengertian, kewarisan berasal dari kata 
“waris” yang mempunyai arti berbagai aturan tentang perpindahan hak milik 
                                                             
9 Sudarsono, Kamus Hukum,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999),h. 169. 
10  R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung: 
Alumni, 1993), h. 1. 
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seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya,11 sedangkan menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris mempunyai makna orang yang berhak 
menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia (wafat)12 dari kedua 
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarisan ialah suatu keadaan yang 
mengakibatkan  berpindahnya suatu barang atau hak milik seseorang kepada orang 
lain sebab pertalian nasab diantara kedua belah pihak. Sedangkan Islam dalam arti 
secara maknawi merupakan agama yang diajarakan oleh Nabi Muhammad saw, yang 
berpedoman kepada kitab suci al-Qur’an yang diturunkan kedunia melalui wahyu 
Allah swt. Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa kewarisan Islam ialah suatu hukum yang mengatur 
peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang 
berhak dan memiliki pertalian nasab, seperti keluarga atau masyarakat umumnya dan 
bagian yang telah ditentukan bagi tiap-tiap ahli waris yang berhak mendapatkan 
warisan tersebut. 
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam 
Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) 
adalah  nash atau teks yang terdapat di dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat 
al-Qur’an yang menyinggung secara  lansung tentang kewarisan juga terdapat di 
dalam QS. An-Nisa’/4:7. 
                        
                        
 
  
                                                             
11 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009)  h. 13. 
12 Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001),h. 411. 
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Terjemahnya: 
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan”.13 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan masalah kewarisan 
terdapat dalam Buku II tentang hukum kewarisan yang dimulai dari Pasal 171, 
sedang dalam al-Qur’an ayat yang menyangkut mengenai kewarisan Islam terdapat 
dalam QS. An-nisaa ayat 7,11,12 dan 176, dalam ayat-ayat inilah dibahas secara 
lengkap, terperinci serta mudah dipahami mengenai kewarisan Islam, namun dari ke-
empat ayat di atas, masih banyak lagi ayat dalam al-Qur’an yang menjelaskan tentang 
pembagian warisan bagi umat Islam kususnya. Hukum kewarisan Islam merupakan 
hukum yang diatur dalam al-Qur’an, Sunnah Rasul, dan Fiqh sebagai dasar ijtihad 
dari beberapa fuqaha dalam memahami ketentuan dan Sunnah Rasul. Dengan kata 
lain hukum kewarisan Islam ialah merupakan tuntutan keimanannya kepada Allah 
swt. Sebelumnya telah diuraikan tentang berbagai hukum waris yang berlaku di 
Indonesia antara lain hukum adat, hukum waris Islam dan hukum waris dari 
Burgerlijk Wetboek (BW),14 berkenaan dengan hukum waris di Indonesia, hukum 
adat juga menjadi pilihan dari berbagai kalangan masyarakat yang masih berpegang 
teguh dengan adat serta tradisi yang dipercayainya. Kadar kekuatan kesadaran nilai-
nilai hukum adat terhadap nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya 
ragam pendapat yang berlanjut dengan corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung 
hukum adat dan Islam, terutama di bidang Perdata, termasuk hukum kewarisan.15 
                                                             
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2007. h, 79. 
14 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris,h. 17. 
15 Yahya Harahap, “Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi” (Jakarta: 
Pustaka Panjimas,1988),h. 125. 
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Hukum kewarisan adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan 
yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan 
patrilineal murni, matrilineal, parental atau bilateral.  
Dari ketiga sistem keturunan diatas, mungkin masih ada perpaduan dari ketiga 
sistem tersebut, misalnya “sistem patrilineal beralih-alih (alternerend) dan sistem 
unilateral berganda (double unilateral”). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama 
berpengaruh terhadap penetapan terhadap ahli waris maupun bagian harta 
peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun yang immaterial).16 
Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh sarjana tersebut, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari kewarisan hukum Islam ialah hukum 
yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan 
diberikan kepada orang yang berhak yang memiliki pertalian nasab seperti keluarga. 
Pengertian harta warisan juga dikenal di berbagai kalangan fuqaha, yaitu sesuatu 
yang ditinggalkan oleh pewaris,baik berupa harta (Uang) dan lainnya. Dan yang 
menjadi landasan hukum dalam Kewarisan Hukum Islam ialah al-Qur’an dan Sunnah 
Rasul serta Fiqh sebagai dasar ijtihad dari beberapa fuqaha dalam memahami 
ketentuan dan Sunnah Rasul.  
B. Rukun, Syarat, Sebab & Penghalang Kewarisan 
1. Rukun Kewarisan 
Menurut Hukum Kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu: Mauruts, 
(tirkah) yaitu harta peninggalan si mati, Muwarrits yaitu orang yang meninggal, dan 
Waarits yaitu orang yang mewarisi atau ahli waris. 
 
                                                             
16 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).h. 259. 
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a. Mauruts (Tirkah) harta peninggalan 
Mauruts adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati yang akan 
dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi 
utang-utang, dan melaksanakan wasiat.17 Harta peninggalan dalam kitab fiqhi biasa 
juga disebut dengan Tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang 
meninggal dunia baik berupa harta secara mutlak. Jumhur Fuqaha’ berpendapat 
bahwa Tirkah adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang, baik harta benda 
atau hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh si ahli warisnya setelah ia meninggal 
dunia. Hal ini dipertegas dalam KHI pasal 171 huruf D yang menyatakan bahwa harta 
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa yang harta 
benda yang menjadi miliknya atau yang menjadi hak-haknya. 
b. Muwarrits/Pewaris 
Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta 
warisan. Di dalam kamus Bahasa Indonesia disebut dengan “pewaris”, sedangkan 
dalam kitab fiqhi disebut dengan muwarrits. Bagi muwarrits berlaku ketentuan 
bahwa harta yang ditinggalkan olenya secara sempurnah, dan ia benar-benar telah 
meninggal dunia baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian para 
muwarrits menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi tiga macam, yakni: 
1. Mati haqiqy yakni hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah 
berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan 
dibuktikan dengan alat pembuktian. 
                                                             
17 Asyari Abta, dkk., Kewarisan Dalam Islam, (Bandung:  CV Pustaka Setia,2009),h. 22.  
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2. Mati hukmy, adalah salah satu kematian yang terjadi oleh sebab adanya vonis 
hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar hidup maupun dalam 
kedua kemungkinan antara hidup dan mati. 
3. Mati taqdiry, yaitu suatu kematian yang bukan kematian haqiqy dan bukan 
hukmy, tetapi semata-mata dugaan keras saja. 
c. Waarits/ahli waris 
Waarits adalah  seseorang yang akan mewarisi harta peninggalan muwarrits 
karena sebab-sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang 
mendapat harta waris karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris, 
maka dinamakan ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima harta waris 
yang mungkin saja di luar ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ (8). 
2. Syarat Kewarisan 
Syarat-syarat waris dalam kewarisan itu ada tiga, yaitu: 
Pertama, Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara haqiqy maupun 
hukum (misalnya dianggap telah meninggal).Yang dimaksud dengan meninggalnya 
pewaris, baik secara haqiqy atau secara hukum  adalah seseorang telah meninggal dan 
diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebahagian dari mereka, atau vonis yang 
ditetapkan oleh hakim terhadap orang yang tidak diketahui keberadaanya. Sebagai 
contoh, orang yang hilang yang keberadaanya tidak diketahui lagi secara pasti, 
sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.18 
Kedua, adanya ahli waris yang hidup, secara haqiqy pada waktu pewaris 
meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan 
kepada ahli waris yang secara syariat yang benar-benar masih hidup, sebab orang 
                                                             
18 Fatchur Rahman, Syarat-syarat Waris, (Bandung: CV. Pustaka Setia,1981), h. 79. 
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yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya warits (ahli waris) 
mutlak harus  dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih  
hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan 
dengan hal ini antara lain mafqud, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan. 
Ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian 
masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara 
pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui 
dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. 
Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan 
jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah 
saudara sang pewaris. Akan tetapi, harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara 
kandung, saudara seayah, atau saudara seibu.19 
3. Sebab Kewarisan 
Seseorang dapat dikategorikan sebagai peneriman warisan atau ahli waris 
karena adanya beberapa factor yang menjadi penyebab seseorang menjadi penerima 
warisan dari sang pewaris. Adapun beberapa sebab yang menjadikan seseorang 
mendapatkan hak waris adalah sebagai berikut: 
Pertama, kerabat hakiki, (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, 
anak, saudara, paman, dan seterusnya. Dalam hal ini adalah diperuntungkan kepada 
kerabat deka, sanak family dari keluarga pewaris itu sendiri. 
Kedua, pernikahan yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar’i) antar 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, sekalipun belum atau tidak  terjadi 
                                                             
19 Ash-Shabuni dan Ummu Basalamah,  Fiqh Kewarisan , (Jakarta: Kylic Production, 
2006),h.  132. 
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hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahn yang bathil dan 
rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. 
Ketiga, al-Wala yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga  wala 
al-‘itqi dan wala an-ni’mah. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak 
yang dilakukakn oleh seseorang, dalam hal ini orang yang membebaskannya 
mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala’ al-‘itqi. 
Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri 
seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah saw. Menganugerahkan kepadanya 
hak mewarisi terhadap budak  yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli 
waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (nasab) ataupun adanya tali 
pernikahan.20 
4. Penghalang Kewarisan 
Para Ulama Madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, 
yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. 
a. Perbedaan Agama 
Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para Ulama madzhab sepakat 
bahwa non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat 
tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim?.Orang muslim hanya 
member waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia adalah orang muslim, ahli 
waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Pindah Agama dapat mencegah juga 
seseorang mendapatka warisan dari pewaris dengan adanya syarat-syarat tertentu. 
Adapun Rasulullah saw. Bersabda dalam Hadist berikut ini : 
 
                                                             
20 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, h. 110. 
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 ِﻦ ْ ﺑ و ِﺮ ْ ﻤ َﻋ ْ ﻦَﻋ ٍ ْ ﲔ َ ﺴ ُ ﺣ ِﻦ ْ ﺑ ﱢﻲِ ﻠ َﻋ ْ ﻦَﻋ ﱢيِﺮ ْ ﻫﱡﺰﻟا ْ ﻦ َﻋ ُنﺎ َ ﻴ ْﻔ ُ ﺳ ﺎ َﻨَـﺛ ﱠﺪ َ ﺣ ٌدﱠﺪ َ ﺴ ُ ﻣ ﺎ َﻨَـﺛ ﱠﺪ َ ﺣ
 ِﻪ ْ ﻴ َﻠ َﻋ ُ ﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠ َ ﺻ ﱢ ِ ﱯﱠﻨﻟا ْ ﻦ َﻋ ٍﺪ ْ ﻳ َز ِﻦ ْ ﺑ َﺔ َ ﻣﺎ َ ﺳُأ ْ ﻦ َﻋ َنﺎ َ ﻤْﺜ ُﻋ  ُثِﺮ َ ﻳ َﻻ َلﺎَﻗ َ ﻢﱠﻠ َ ﺳ َ و
 َ ﻢِ ﻠ ْ ﺴ ُ ﻤْﻟا ُ ﺮ ِ ﻓﺎ َﻜْﻟا َﻻ َ و َ ﺮ ِ ﻓﺎ َﻜْﻟا ُ ﻢ ِ ﻠ ْ ﺴ ُ ﻤْﻟا.   ﻩاور)أدواد ﻮﺑ (  
Artinya: 
 “Telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami (Sufyan) 
dari (Az Zuhri) dari (Ali bin Husain) dari ('Amr bin Utsman) dari (Usamah 
bin Zaid) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Orang 
muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang 
muslim” (HR. Abu Daud).”21 
Mayoritas Ulama berpendapat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi 
harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang bukan orang muslim, dan begitupun 
sebaliknya. Andaikan seorang suami yang mati meninggalkan isteri yang beragama 
Yahudi atau Kristen, maka sang isteri tersebut tidak dapat mewarisi harta pusaka 
yang ditinggalkan oleh suaminya tersebut. Tetapi isteri itu akan mendapatkannya 
melalui wasiat dan tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh 
suaminya. Sebagian Ulama berpendapat bahwa  bagian isteri yang non-Muslim itu 
tidak lebih dari Isteri-isteri yang lainnya beragama Islam. Namun, beberapa sahabat 
seperti Mu’adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Syfyan, dan lain-lain, berpendapat 
bahwa seorang muslim boleh saja mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya 
yang non-Muslim, tetapi kerabat non-Muslim itu tidak berhak mewarisi harta 
peninggalan saudaranya yang beragama Islam. Ulama Syi’ah juga berpendapat sma 
tentang warisan antara pemeluk agama non-Muslim yang berbeda. Ada perbedaan 
pendapat dikalangan Ulama mengeni perbedaan Agama. Imam Malik dan Imam 
Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa mereka tidak saling mewarisi seperti orang 
Yahudi yang mewarisi harta milik Yahudi, orang Kristen hanya mewarisi harta milik 
                                                             
21Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Madzhab, Buku kedua, Terjemah Afif  
Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994).  
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Kristen dan sebagainya. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada perkataan 
berikut, “Tidak ada warisan diantara dua Agama”. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I 
dan Sofyan Tsauri berpendapat bahwa mereka tidak melihat tentang perbedaan agama 
dan menganngapnya satu bangsa. Hakim Shuraih ibn Abu Ya’la dan hakim lainnya 
berpendapat dan mengelompokkan agama kepada tiga kelompok: 
1. Agama Islam: Orang Islam dapat saling mewarisi. 
2. Agama Kristen, Yahudi dan Shabihun: mereka tidak boleh mewarisi satu 
sama lain. 
3. Agama Zoroaster dan agama-agama lain yang tidak memiliki kitab suci 
diperlakukan sebagai satu kelompok dan dapat saling mewarisi.22  
Sebagian Ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak 
mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan Ijma para 
Ulama,Murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad 
tidak dapat mewarisi orang Islam. Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyyah 
(1994: 281) muted ada dua jenis yaitu:  
1. Murtad fitrah, yakni seseorang yang dilahirkansebagai seorang muslim 
kemudian ia murtad dari Agama Islam. 
2. Murtad Millah, yakni seorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu 
masuk Islam dan kemudian kembali ke dalam kekafirnnya atau murtad. 
b. Karena Membunuh 
Seluruh Ulama bersepakat bahwa pembunuh tidak mendapat harta warisan. 
Terkecuali dibuat oleh golongan ekstrim yang dikenal dengan golongan Khawarij. 
                                                             
22 A. Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada,1996), h, 
123-124. 
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Mereka menegaskan bahwa pembunuh juga mempunyai hak atas warisan dibuktikan 
dengan hadist yang berbunyi dan artinya “Seorang pembunuh tidak mendapatkan 
Harta Warisan”. Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta 
yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin 
cepat mendapatkan harta warisan. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan 
terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang 
dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh 
untuk pamannya, yang diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah/2:72). 
 
                           
Terjemahnya: 
“Dan (Ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh 
tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan yang selama ini 
kamusembunyikan”.23 
Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis 
pembunuhan. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat 
menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar 
kafarat. Adapun Ulama Malikiyah berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja 
atau yang telah direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Sedangkan 
menurut Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa pembunuhan dengan segala cara dan 
macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan 
kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam. 
c. Sebab Perbudakan 
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Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi 
sekalipun dari saudaranya.Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara lansung 
juga dimiliki oleh tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (Budak murni), mudabbar 
(Budak yang dikatakan merdeka jika tuannya meninggal dunia), atau mukatab (Budak 
yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan 
yang disepakati oleh kedua belah pihak). Itulah sebabnya, semua jenis budak 
merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka 
tidak mempunyai hak milik. Seorang majikan dapat melakukan perjanjian dengan 
budaknya untuk memedekakannya, atau merdekanya budak itu dikaitkan dengan satu 
sifat, sebagaimana majikan berkata kepada budaknya, “Jika isteriku melahirkan anak 
laki-laki, maka engkau merdeka”. 
C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 
Dalam Hukum Kewarisan Islam dikenal berbagai asas-asas yang melatar 
belakangi adanya suatu kewarisan tersebut, adapun beberapa asas-asas dalam 
kewarisan Islam yakni: 
Pertama, Asas ketauhidan atau prinsip ketuhanan, prinsip ini didasarkan pada 
pandangan bahwa melaksanakan pembagian harta waris dengan sistem waris Islam, 
terlebih dahulu harus didahulukan dan didasarkan pada keimanan yang kuat kepada 
Allah dan Rasulullah saw., artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat 
dalam al-Qur’an dan As-Sunnah. Dengan demikian, melaksanaka waris Islam, 
merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak di 
dasarkan pada keimanan, tidak ada seorang pun yang bersedia melaksanakan 
pembagian waris dengan sistem waris Islam. Prinsip ketauhidan berakar dari kalimat 
tauhid la ilaha illa Allah, sebagaimana tekad keimanan seorang muslim yang 
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tergambar dalam pandangannya yang prinsipil tentang wujud Allah yang dituangkan 
dalam titik tolak dibawah ini: 
1. Hukum kewarisan Islam adalah hukum Allah yang ditetapkan untuk 
menggantikan hukum waris kaum Jahiliyyah yang sesat dan menyesatkan. 
2. Hukum kewarisan adalah hukum Allah yang paling sempurnah dalam 
mengatur pembagian harta warisan menurut ketentuan yang berlaku. 
3. Hukum Kewarisan Islam tertuang dalam al-Qur’an dan As-Sunnah dengan 
ayat-ayat yang sempurnah, jelas, dan akurat. 
4. Ayat-ayat tentang Hukum Waris Islam adalah  ayat-ayat muhkamah. 
5. Pengamalan hukum waris Islam harus didasarkan pada keimanan kepada 
Allah dan semua tuntunannya. 
6. Ketaaan kepada Allah dimanifestasikan dengan melaksankan ayat-ayat 
tentang waris. 
7. Mengamalkan Sunnah Rasulullah saw. sebagai betuk ketaatan kepadanya24 
Kedua, Asas Keadilan artinya keseimbangan anatara hak dan kewajiban, titik 
tolak dari kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak 
warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan 
perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, makana keadilan bukan 
sama rata, melainkan adanya keseimbangan yang disesuaikan dengan hak dan 
kewajibannya secara proporsional. Ayat-ayat yang menyerukan prinsip keadilan 
jumlahnya cukup banyak sehingga keadilan merupakan titik tolak fundamental dalam 
hukum Islam. Keadilan dalam penegertian al-qisth  adalah persesuaia-persesuaian 
atau harmoni, yaitu: 
                                                             
24 Ash-Shabuni dan Muhammad Ali, Hukum Waris Dalam Syariat Islam disertai dengan 
Contoh-contoh pembagian Harta Pusaka, (Jakarta: Bulan Bintang,1995),h. 32. 
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a. Persesuaian antara perbuatan dengan ucapan. 
b. Persesuaian anatara Iman, ilmu dengan amal. 
c. Persesuaian antara kemestian dengan kenyataan atau antara  das sein dengan 
das sollen. 
d. Persesuaian dengan kehidupan manusia dengan pemenuhan hak dan keajiban. 
Ketiga, Asas persamaan atau prinsip persamaan merupakan prinsip yang lahir 
dari adanya prinsip kedilan. Prinsip persamaan didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an. 
Masalah kewarisan Islam dengan tegas menyatakan bahwa seorang pria mendapat 
bagian sam dengan dua orang perempuan (An-Nisa’ayat 176). Perempuan memproleh 
harta dari suaminya dan dari orang tuanya, sehinnga perbandingan satu bagian 
dengan dua bagian bukan perhitungan mutlak yang dipandang dengan ketidakadilan, 
melainkan jusrtu sebagai penyeimbang hak laki-laki dengan hak perempuan. Sebab, 
betapa pun besarnya kekayaan seorang isteri seorang suami tidak berhak 
menguasainya sedikit pun, kecuali atas dasar persetujuan yang mutlak dari isterinya. 
Suami tetap brkewajiban membiayai isteri yang seolah-olah isteri itu orang yang tidak 
memiliki apa-apa. Seorang isteri berhak mengadu ke Pengadilan Agama jika 
suaminya tidak member nafkah. Pandangan inilah yang menurut Sayyid Quthub 
dikatakan sebagai prinsip persamaan universal antara laki-laki dan perempuan 
termasuk masalah yang menyangkut tentag kewarisan. Hal inipun dipandang sebagai 
reformasi besar-besaran terhadap kebudayaan Jahiliyah yang memposisikan kaum 
wanita sebagai manusia yang lemah dan diberdayakan. 
Ke-empat, Asas bilateral dalam waris Islam, masalah ini berkaitan dengan 
sistem perkawinan dan sistem kekeluargaan yang dianut oleh suatu bangsa. Menurut 
Hazairin sebagaimana yang telah ditulis oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya 
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Hukum Waris Adat, bahwa sistem hukum adat mempunyai corak tersendiri dari alam 
pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem 
keturunannya berupa patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral25 adalah 
sebagai berikut:  
1. Sistem Patrilineal, yaitu suatu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis 
bapak. Ini berlaku bagi keluarga yang mengikatkan keturunannya kepada 
bapaknya, dan tidak berlaku jika dikaitkan kepada ibu. Sistem patrilineal 
dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan 
adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat 
perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan 
suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. 
Oleh karena itu, pada masyarakat Lampung yang menarik garis keturunan 
menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol 
pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.26 
2. Sistem Matrilineal,  adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan 
lansung dari ibu. Keadaannya berbeda dengan sistem patrilineal. 
3. Sistem Parental (bilateral), yang menarik keturunan dari dua garis, yakni dari 
bapak dan dari ibu.27 
D. Bagian Masing-masing Ahli waris. 
Adapun bebrapa bagian masing-masing para Ahli waris dalam hal kewarisan 
menurut hukum Islam adalah sebagai berikut: 
                                                             
25 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 24. 
26  Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris. h. 23.   
27 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris. h, 52. 
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1. Hukum Bagian Waris Untuk Anak. 
a. Apabila pewaris hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang 
anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. 
Anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan 
mendapat satu bagian. Atau dapat juga menggunakan format bilangan 
pecahan laki-laki mendapat 2/3, sedangkan perempuan mendapatkan 1/3 
bagian. 
b. Apabila jumlah anak lebih dari satu, yang terdiri dari anak laki-laki dan 
anak perempuan, maka bagian dari anak laki-laki adalah dua kali bagian 
dari anak perempuan. 
c. Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri dari anak laki-laki dan anak 
perempuan, dan selain itu terdapat pula ahli waris yang lainnya yang 
sudah ditetapkan oleh al-Qur’an secara tetap, yakni duda atau janda,Ayah 
dan Ibu, maka yang diberi terlebih dahulu adalah mereka, bukan anak-
anak dahulu yang diberi, karena al-Qur’an telah menetapkan bagian 
mereka secara tetap. 
d. Apabila pewaris hanya meninggalkan anak-anak perempuan saja, dangan 
jumlah anak perempuan lebih dari seorang, maka mereka mendapatkan 
2/3 bagian, yakni mereka bersekutu didalam yang 2/3 itu, yakni dibagi 
sama rata sesuai dengan jumlah anak perempuan tersebut. 
e. Apabila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan saja, tampa adanya 
anak laki-laki, maka ia mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta 
peninggalan pewaris. 
f. Apabila pewaris hanya meninggalkan anak laki-laki saja, maka anak 
tersebut mewarisi seluruh sisa harta peninggalan yanga ada, tentunya 
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setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang ada sesuai 
dengan ketetapan al-Qur’an. 
g. Adapun bagian untuk keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), maka 
jumlah mereka adalah sama dengan anak, dengan syarat tidak ada pewaris 
yang masih hidup (misalnya meninggal terlebih dahulu). 
2. Hukum Bagian Waris Untuk Orang Tua. 
a. Ayah dan Ibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian apabila pewaris 
mempunyai keturunan.  
b. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka Ibunya mendapatkan 
bagian yang 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan, sedangkan sisanya 
yakni 2/3 menjadi bagian dari Ayah 
c. Jika selain dari orang tua, pewaris mempunyai beberapa saudara, baik 
saudara sekandung, seayah maupun seibu, dengan jumlah saudara lebih 
dari satu orang (dua orang atau lebih), dimana pewaris tidak 
meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat seperenam (1/6) bagian. 
Adapun saudara-saudaranya tersebut tidaklah mendapatkan harta waris 
dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan hukum waris dinyatakan 
sebagai hajb (Penghalang). 
d. Jika selain kedua orang tua, pewaris hanya mempunyai seorang saudara, 
baik saudara sekandung, seibu, atau seayah, dimana pewaris tidak 
meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat sepertiga (1/3) bagian, 
sedangkan ayah mendapatkan sisanya yaitu dua pertiga (2/3) bagian, dan 
dari saudara pewaris tidak mendapatkan bagian dari harta waris 
dikarenakan adanya Ayah yang menjadi penghalang. 
3. Hukum Bagian Waris untuk Duda atau Janda 
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a. Apabila seoranng meninggal dan tidak mempunyai keturunan, maka duda 
mendapatkan bagian yang seperdua (1/2) dari harta yang ditinggalkan 
jandanya. 
b. Apabila seseorang Istri meninggal dan ia mempunyai keturunan maka, 
duda mendapatkan bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan. 
c. Apa seorang suami meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, 
maka janda mendapatkan seperempat (1/4) bagian. 
d. Apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan keturunan, 
maka janda mendapatkan seperdelapan (1/8) bagian. 
4. Hukum Bagian Waris untuk Saudara Seibu Lain Ayah. 
a. Apabila seorang meninggal lalu mempunyai saudara laki-laki seibu atau 
satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya 
adalah seperenam (1/6) bagian. 
b. Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu dengan jumlah dua orang 
atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka mendapatkan 
satu pertiga (1/3) bagian secara bersekutu. 
5. Hukum Bagian Waris untuk Saudara Sekandung atau Seayah 
a. Apabila pewaris mempunyai seorang saudara laki-laki sekandung atau 
seayah dan mempunyai seorang saudara perempuan sekandung atau 
seayah, maka yang laki-laki mendapatkan 2/3 bagian, sedangkan 1/3 
bagian lagi milik yang perempuan. 
b. Apabila pewaris meninggalkan banyak saudara laki-laki sekandung atau 
seayah, dan banyak saudara perempuan sekandaung atau seayah, maka 
ketentuannya adalah bagian waris untuk yang laki-laki adalah dua kali 
bagian waris untuk yang perempuan. 
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c. Apabila pewaris hanya mempunyai seorang saudara perempuan 
sekandung atau seayah, maka ia mendapatkan seperdua harta peninggalan. 
d. Apabila pewaris mempunyai saudara perempuan sekandung atau seayah 
itu terdiri dari dua orang atau lebih, maka mereka mendapatkan bagian 
yang dua pertiga  bagian yang dibagi secara rata diantara mereka. 
e. Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung 
atau seayah, tampa ada saudara perempuan sekandung atau seayah, maka 
seluruh harta peninggalannya  menjadi bagian dari saudara laki-laki 
sekandung atau seayah. Dan apabila saudara laki-laki sekandung ataus 
seayah itu banyak (dua orang atau lebih). Maka dibagi secara rata sesuai 
jumlah kepala.28 
E. Hukum Waris Adat di Indonesia 
Seperti yang telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu 
bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok 
pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan 
sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap 
sistem keturunan yang  terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan 
dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu: 
1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis 
keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan 
dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contoh 
sistem ini terdapat pada masyarakat Batak. 
                                                             
28 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum 
Perdata Barat, (Makassar: Alauddin Univercity Press, 2014),h. 99-103. 
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2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis 
keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem 
kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-
anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis 
keturunan ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga 
ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya 
sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. 
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang menarik garis 
keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Di dalam 
sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum 
waris sama dan sejajar.Artinya, baik dari anak laki-laki ataupun anak 
perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. 
Dari ketiga sistem yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin masi ada 
variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya “Sistem 
Patrilineal beralih-alih (alternerend) dan sistem unilateral berganda (dubbel 
unilateral)”.29 Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap 
pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian 
harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris juga mengenal tiga sistem 
kewarisan, yaitu: 
a. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan 
bahwa para ahli waris mearisi secara perorangan, misalnya di: Jawa, 
Batak, Sulawesi dan lain-lain. 
                                                             
29 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 284. 
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b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli 
waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab 
harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya 
kepada masing-masing ahli waris. 
c. Sitem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan 
bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. 
Sistem mayorat ini ada 2 macam, yaitu: 
1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak tertua laki-laki/sulung atau 
keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. 
2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan 
ahli waris tunggal dari pewaris.30 
F. Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdatas BW (Burgerlijk 
Wetboek) 
Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, 
merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan 
kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan 
diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum public, hak dan kewajiban yang timbul 
dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan 
hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat 
diwariskan.Pada dasarnya proses beralihnya  harta kekayaan seseorang kepada ahli 
warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematia. Oleh karena itu, 
pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu: 
a. Ada seorang yang meninggal dunia. 
                                                             
30 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h.43. 
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b. Ada seorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh 
warisan pada saat pewaris meninggal dunia. 
c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. 
Yang merukan cirri khas hukum waris menurut BW antar lain “ adanya hak 
mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut 
pembagian dari harta warisan”.31 Hal ini berarti bahwa apabila seorang ahli waris 
menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat 
di tolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, 
yaitu: 
a. Seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak 
dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan 
tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada. 
b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada 
perjanjian yang melarang hal tersebut. 
c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja 
dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu. 
d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima 
tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak. 
Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem 
hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah 
harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi 
                                                             
31 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Vorkink. Van Hoeve, 
1976), h. 12. 
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dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya yang 
mengakibatkan pewaris meninggal. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli 
waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat itu benar-benar hak 
mereka yang bebas dari kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum 
perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-
hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang 
dapat dinilai dengan uang. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa kematian 
seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hal dan kewajiban pada 
seketika itu juga pada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 
ayat (1) BW, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum 
memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang 
meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli 
waris disebut “saisine”.32Adapun yang dimaksud dengan saisine yaitu: ahli waris 
memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tampa memerlukan 
suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui 
tentang adanya warisan tersebut. Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal 
ataupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebab 
harta warisan dalam BW dari siapapun juga yang merupakan kesatuan yang secara 
bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris 
kepada ahli warisnya.  
a. Ahli Waris Menurut Sistem BW 
Undang-undang telah menetapkan dengan tertib keluarga yang menjadi ahli 
waris, yaitu:Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari 
                                                             
32 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1977), h. 79. 
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pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestate berdasarkan 
hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu: 
1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-
anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang 
ditinggalkan/atau yang hidup lebih lama. Suami atau istri yang 
ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada 
tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi. 
2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi saudara dan 
orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. 
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur. 
4. Golongan keempat, anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak 
keluarga lainnya sampai derajat keenam. 
b. Bagian Masing-masing Ahli Waris Menurut BW 
Sebelumnya telah dikemukakan bahwa BW mengenal empat golongan ahli 
waris yang bergilirang berhak mendapatkan harta peninggalan. Artinya,  apabila 
golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak  atas 
harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada maka golongan 
kedua yang berhaka atas harta peninggalan, sedangkan golongan ketiga dan keempat 
tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW adalah sebagai berikut: 
1. Bagian golongan pertama, masing-masing memperoleh bagian yang sama. 
Kemudian jika dari golongan pertama ini pewaris hanya meninggalkan 
seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak dapat mendapat harta 
warisan selama anak pewaris masih ada, barua apabila anak pewaris itu 
telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya 
digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris. 
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2. Bagian golongan kedua, menurut ketentuan BW baik ayah, ibu maupun 
saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama, 
namun dalam hal ini bagian ayah dan ibu haruslah di istimewakan. Jika 
ibu atau ayah salah seorang telah meninggal dunia, yang hidup paling 
lama akan memperoleh bagian sebagai berikut: 
a. (Setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi bersama 
dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama 
saja. 
b. Bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama 
dengan dua orang saudara pewaris. 
c. (Seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jiak ia mewaris 
bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris. 
3. Bagian golongan ketiga, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan 
ahli waris baik golongan pertama, maupun kedua, dalam keadaan seperti 
ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harta warisan harus 
dibagi dua (kloving). Selanjutnya separoh dari yang satu merupakan 
bagian dari sanak keluarga pancer ayah pewaris, dan bagian yang 
separohnya lagi merupakan bagian dari sanak keluarga pancer ibu 
pewaris. 
4. Bagian golongan keempat, apabila pewaris tidak meningglakan ahli waris 
dari golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang 
separoh dari pancer ayah atau pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara 
sepupu si pewaris yakni saudara sekake atau saudara senenek dengan 
pewaris. Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris 
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sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli 
waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya. 
Dalam Pasal 832 ayat(2) BW disebutkan: “Apabila ahli waris yang berhak 
atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh 
menjadi milik Negara. Selanjutnya Negara wajib melunasi hutang-hutang 
peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi”.33 
 
 
                                                             
33 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, 
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2007),h. 35-37. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah field 
research kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode 
wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.  
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di Kecamatan 
Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Yang akan menjadi 
informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri 
sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan 
menggunakan metode pendekatan normative (syar’i) dan yuridis memahami situasi 
secara apa adanya. Serta pendekatan social-kultur yang terdapat di Kecamatan 
Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai tempat yang 
dipilih oleh peneliti untuk meneliti. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer 
dan sekunder.  
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui field research atau penelitian 
lapangan dengan cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung ke 
lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan 
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penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang 
diperoleh. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai sumber data primer, seperti al-Qur’an dan Hadis, peraturan 
perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang 
ada hubungannya dengan skripsi ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama 
untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data 
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang sesuai 
dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang 
harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.34 Untuk 
mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka 
diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini 
peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut : 
1. Pengamatan (Observasi) 
Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti secara 
sistematis dan terbuka pada lokasi penelitian yang terdapat di Kec. 
Campalagiang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 
 
 
                                                             
34 Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, ( Jakarta:  Ghalia 
Indonesia, 1998),  hal  9 
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2. Wawancara (Interview) 
Wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, 
peneliti melakukan tanya jawab dengan informan yang dirasa cakap dan 
mengetahui tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti, tanpa disiapkan 
jawabannya lebih dahulu. Dalam hal ini penulis memperoleh dari beberapa 
data informan secara langsung melalui wawancara dengan responden atau 
informan. 
E. Instrument Penelitian 
Dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu penelitian juga tergantung pada 
instrument yang di gunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan atau field 
research yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan/atau kartu data  
dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam 
(Handphone), dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini 
adalah dengan mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi 
(buku, dokumentasi, wawancara dan observasi) kemudian mereduksi data, 
merangkup, memilih hal-hal pokok yang dianggap penting, agar tidak terjadi 
pemborosan sebelum verifikasi/kesimpulan yang peneliti dapatkan. 
Adapun yang dimaksud dengan Reduksi data adalah proses mengubah 
rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam 
sejumlah matriks yang diinginkan. Pengambilan kesimpulan adalah mencari 
kesimpulan, inti dari permasalahan atas data yang direduksi dan kemudian disajikan 
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2. Analisis Data 
Untuk kemudian data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil 
dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder 
kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriktif yaitu 
menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara rinci guna memperoleh 
gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab 
permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. 
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BAB IV 
 
SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ISLAM DI 
DESA PARAPPE KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN 
POLEWALI MANDAR 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Suku Campalagian sering dianggap sama dengan suku Mandar dikarenakan 
mereka hidup ditengah-tengah mayoritas komunitas Mandar. Suku Campalagian 
berbicara dalam bahasa Campalagian yaitu bahasa Koneq-koneqe, bahasa 
Campalagian walaupun berada dalam ruang lingkup dominasi suku Mandar, tetapi 
bahasa campalagian berbeda dengan bahasa Mandar. Bahasa Campalagian ini banyak 
terdapat kemiripan dengan bahasa suku Bugis dan juga Toraja. Masyarakat suku 
Campalagian sendiri mayoritas memeluk agama Islam.  
Agama Islam berkembang di kalangan suku Campalagian sejak beberapa abad 
yang lalu, yang disebarkan oleh orang-orang Bugis yang banyak tersebar keberbagai 
wilayah di Sulawesi. Suku Campalagian memiliki nama lain untuk suku mereka, 
yaitu tulumpanue atau tasing, sedangkan pemerintah daerah Kabupaten Polewali 
Mandar mengkategorikan suku Campalagian adalah Suku Mandar.  
Adat-istiadat suku Campalagian ini banyak dipengaruhi oleh adat-istiadat 
suku Bugis dan Toraja, masyarakat pada Kecamatan Campalagian hidup pada 
berbagai bidang profesi, pada umumnya masyarakat yang terdapat di kecamatan 
Campalagian hidup pada bidang pertanian, namun saat ini banyak masyarakat yang 
beralih profesi sebagai pedagang dan juga nelayan disebabkan kondisi geografis dari 
kecamatan Campalagian yang sebagian terletak di daerah pesisir pantai. Selain dari 
pekerjaan sebagai pedagang, petani juga nelayan, sebahagian dari masyarakat di 
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wilayah kecamatan Campalagian ini memilih mata pencaharian sebagai pegawai pada 
instansi pemerintahan dan swasta atau menjadi guru. Salah-satu mata pencaharian 
penduduk yang merupakan monopoli kaum wanita/ibu rumah tangga ialah bertenun 
sarung dan lazim disebut “lipaq menre” (sarung mandar). 
Kecamatan Campalagian sendiri terletak di wilayah Kabupaten Polewali Mandar 
Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah kecamatan Campalagian tercatat memiliki luas  
sekitar 87,84 km yang meliputi 15 desa.  
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Dari 15 desa yang ada pada Kecamatan Campalagian ini masing-masing adalah: 
No.Desa Kode Pos Kecamatan Kabupaten Provinsi 
      
1 Desa Bonde 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
2 Desa Botto 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
3 Desa Katumbangan 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
4 Desa Katumbangan Lemo 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
5 Desa Kenje 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
6 Desa Laliko 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
7 Desa Lampoko 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
8 Desa Lapeo 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
9 Desa Lemo 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
10 Desa Ongko 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
11 Desa Panyampa 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
12 Desa Pappang 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
13 Desa Parappe 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
14 Desa Sumarang (Sumarrang) 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
15 Desa Suruang 91353 Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 
Total desa di Kecamatan Campalagian = 15 
Tabel I. Jumlah Desa Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, 
Sulawesi Barat. 
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Dari ke 15- desa tersebut maka penulis memilih desa Parappe sebagai lokasi 
penelitian disebabkan kultur budaya dan keagamaan memiliki kedudukan yang 
seimbang. Jika dilihat secara sekilas masyarakat yang berada pada lingkup kecamatan 
Campalagian masih banyak yang memberlakukan trdisi adat kebiasaan yang 
dilakukan oleh para pendahulu mereka, seperti ma’baca,lamba to salama, dan juga 
ziarah kubur pada pagi jumat dengan tampa mengesampingkan apa yang telah 
menjadi kewajiban umat Islam.  
Penduduk d Kecamatan Campalagian ini, khususnya pada Desa Parappe yang 
mengaku dari penduduk asli atau to mandar (orang mandar), dalam kehidupan sosial 
sehari-hari, mereka masih memegang teguh nilai-nilai kultural sebagai warisan dari 
generasi masa lalu yang berdasarkan adat trdisi dan Agama. Dikalangan mereka, yang 
menjadi panutan adalah turunan kaum bangsawan sebab kaum bangsawan dalam pola 
tingkah lakunya selalu berpegang pada pada nilai-nilai adat tradisi dan nilai-nilai 
agama . Salah satu warisan tersebut, ialah adanya pelapisan sosial dikalangan antar 
mereka, termasuk dalam hal pembagian harta warisan (waris) masyarakat Desa 
Parappe Kecamatan Campalagian dalam hal pembagian harta peninggalan si mayit, 
tetap mengikuti proses atau tata cara yang dilakukan oleh pendahulu mereka (Adat).   
Secara geografis letak dari Desa Parappe Kecamatan Campalagian sendiri 
berbatasan lansung dengan desa Panyampa dan juga desa Bonde Kecamatan 
Campalagian. Desa Parappe ini terkenal dengan daerah tempat belajarnya Kitab 
Kuning bagi para Para Santri/Santriwati yang mondok di Pondok Pesantren Salafiyah 
Parappe, selain itu juga terdapat Pondok Pesantren Hasan Yamani yang berbatasan 
lansung dengan Desa Panyampa. Alasan peneliti memilih lokasi desa Parappe sebagai 
lokasi penelitian karena kearifan lokal serta kondisi masyarakat desa Parappe yang 
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masih sangat mempertahankan nilai-nilai leluhur mereka yang tampa 
mengesampingkan nilai luhur pada Agama kepercayaan mereka yaitu Agama Islam. 
B. Karakteristik Sistem Pembagian Harta Warisan Desa Parappe Kecamatan 
Campalagian. 
Terkait mengenai hubungan kekerabatan dapat dilihat dari perbedaan 
kedudukan dan derajat terhadap individu-individu dalam masyarakat yang telah 
menjadi dasar dan pangkal gejala pelapisan social. Pelapisan social masyarakat desa 
Parappe yang umumnya merupakan suku Mandar dilihat berdasarkan pada kasus 
turunannya dan juga status peranannya dalam masyarakat. Pelapisan social dalam 
masyarakat desa Parappe dapat dibedakan atas tiga golongan yaitu: 
1. Golongan todiang Laiyana (Bangsawan) 
2. Golongan tau maradeka (Orang biasa atau kebanyakan) 
3. Golongan batua (Budak, hamba sahaya) 
Sistem pelapisan sosial di kalangan masyarakat mandar tersebut di atas pada 
dasarnya sama dengan sistem pelapisan masyarakat lainnya di berbagai bekas 
kerajaan yang pernah ada dikawasan Propinsi Sulawesi Barat (Mandar), di masa lalu 
golongan tau maradeka  atau orang biasa tidak boleh kawin dengan turunan todiang 
laiyana (Bangsawan keturunan raja) agar nampak adanya pemisahan. Namun dalam 
perkembangannya kemudian, terutama di masa kini pelapisan sosial masyarakat 
tersebut tidak ketat lagi bila dibandingkan dengan masa-masa sebelum kemerdekaan. 
Namun untuk melihat secara cermat dan teliti, dikalangan masyarakat mandar masih 
selalu di dengar dengan melalui penuturan secara lisan dalam berbagai macam 
pergaulan. Mengenai masalah sistem kewarisan yang berlaku pada masayarakat desa 
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Parappe Kabupaten Polewali Mandar sangat berpengaruh luas dari tradisi ataupun 
adat istiadat yang berkembang dan juga belaku pada masa dahulu hingga masa 
sekarang, hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-
asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana 
harta warisan itu dialihkan kepada penguasa dan pemiliknya atau dari pewaris kepada 
waris. Hukum waris adat yang diterapkan pada masyarakat desa Parappe Kecamatan 
Campalagian sesungguhnya merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu 
generasi kepada keturunannya. 
Hukum waris adat yang terdapat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh 
susunan masyarakat atau kekerabatannya yang berbeda. Mengetahui sistem 
kekerabatan dalam hal kewarisan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena 
pembagian harta warisan dalam masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat 
sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Seperti 
yang diketahui sendiri sistem pembagian harta warisan secara adat mempunyai corak 
tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan 
yang sistem keturunannya adalah berbentuk patrilineal, matrilineal, parental atau 
bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem 
kewarisan yang sama pula.  
Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa sistem kekerabatan pada 
masyarakat Mandar menganut sistem bilateral atau pariental, yaitu sistem keturunan 
yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), tidak 
membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai waris.   
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Baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapat bagian warisan 
dari orang tuanya. Kecenderungan sifat kewarisan pariental atau bilateral adalah 
melaksanakan sistem individual, dimana harta warisan tersebut terbagi-bagi 
kepemilikannya kepada ahli waris. Namun dalam karakteristik pewarisan berdasarkan 
adat masyarakat desa Parappe memiliki corak tersendiri sesuai adat mereka. 
Karakteristik pembagian waris adat desa Parappe Kecamatan Campalagian 
adakalanya dilakukan dengan cara menunjukkan bagian kepada ahli warisnya 
masing-masing sebelum pewaris meninggal. Mereka membagi secara individual 
kepada ahli warisnya, dengan bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian, begitu 
pula dengan bagian anak perempuan mendapatkan dua bagian juga hal ini tentu 
berbeda dari sistem pembagian harta warisan menurut hukum islam.  Hukum adat 
Mandar yang diterapkan pada masyarakat desa Parappe tidak mengenal cara 
pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas 
pertimbangan mengingat wujud benda, kebutuhan waris bersangkutan serta keadilan. 
Bagi adat Mandar dalam pembagian warisan mereka mempercayai mambulei 
tommuane, matteweqi towaine (laki-laki memikul, sedangkan wanita menjinjing).  
Keistimewaan sistem pembagian harta warisan ini adalah rumah peninggalan 
orang tua menjadi milik tappalaus (anak bungsu), sebab dia bersama orang tuanya 
sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Biasanya anak bungsu mendapat warisan 
istimewa dari orang tua karena kasih sayang orang tua lebih banyak melimpah 
kepadanya sebagai anak yang terakhir dan lebih lama tinggal bersama mereka dari 
kakaknya. Apabila anak bungsu tidak serumah dengan pewaris, maka rumah tersebut 
jatuh kepada anak yang kebetulan bersama-sama / serumah dengan pewaris, dengan 
alasan dia Mappoitomate atau maqala bosi-bosinna (dia yang memiliki kematian 
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orang tuanya). Karakteristik waris desa Parappe Kecamatan Campalagian  ini 
menunjukkan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia mereka telah membagi secara 
individual kepada ahli warisnya dengan pembagian secara kekeluargaan (adat) dan 
adanya keistimewaan bagi anak bungsu, tetapi mereka menempatkan anak laki-laki 
tertua sebagai penguasa yang sementara hingga saudara-saudaranya dapat 
bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem 
kolektif mayorat laki-laki. Anak tertua laki-laki disini tidak hanya bertanggung jawab 
pada warisan yang ditinggalkan, ia bertugas menjaga, merawat dan bertanggung 
jawab atas kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah 
tangga dan berdiri sendiri.  
Masyarakat Kecamatan Campalagian yang merupakan mayoritas berasal dari 
suku mandar, yang juga menganut sistem mayorat laki-laki seperti yang telah 
dipaparkan diatas yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal 
dunia atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris 
tunggal. Anak laki-laki tertua pada  masyarakat Kecamatan Campalagian tersebut 
dijadikan sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik 
harta peninggalan secara perorangan, namun ia berkedudukan sebagai pemegang 
mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain 
yang ditinggalkannya, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dunia 
dan begitu pula sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang 
meninggal. Adapun proses pembagian harta warisan kepada saudara-saudaranya akan 
sangat tergantung pada kebijakan anak laki-laki tersebut. Kelemahan dan kebaikan 
sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam 
kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta 
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kekayaan dan memamfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang 
ditinggalkan. Anak tertua yang penuh dengan tanggung jawab akan dapat 
mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga, sampai semua ahli waris menjadi 
dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua 
yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap 
kebendaan yang pemboros dan lain sebagainya, ini akan mendatangkan kerugian baik 
bagi anak tertua itu sendiri maupun keluarga lain yang juga sama-sama menjadi ahli 
waris. Sistem kolektif mayorat laki-laki yang diserahkan kepada anak tertua laki-laki 
disini dimaksudkan hanya sementara selama adik-adiknya dapat menggunakan dan 
memanfaatkan harta warisan yg diberikan oleh orangtuanya. Tetapi sering disalah 
tafsirkan, anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah 
pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai 
penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua sampai saudara-saudaranya dapat 
mandiri dan memanfaatkan warisan yang telah diberikan kepadanya. Namun menurut 
penuturan dari salah satu warga desa parappe kecamatan Campalagian, sistem 
pembagian harta warisan pada masyarakat setempat ada juga yang berpedoman 
kepada aturan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang 
terdapat pada bab II mengenai kewarisan yaitu pada Pasal 176: 
 “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua 
orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila 
anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-
laki dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Secara garis besar, pembagian 
harta warisan si mayit pada desa Parappe kecamatan Campalagian ada yang 
berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut ketetapan seperti diatas 
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yaitu 2 berbanding 1, laki-laki mendapat dua bagian sedang perempuan mendapat 
satu bagian jika ia hanya seorang dengan syarat bahwa seluruh anggota keluarga yang 
bersama-sama merupakan Ahli waris dari si mayit setuju, namun tidak menutup 
kenyataan bahwa sebagian besar lagi dari masyarakat desa Parappe yang lebih 
condong kepada Adat kebiasaan leluhur mereka. 
Secara skematis karakteristik sistem waris pada masyarakat desa Parappe 
kecamatan Campalagian dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut: 
 
 
 
   
 
 
 
         
 
Tabel II. Skema Karakteristik waris masyarakat desa Parappe Kecamatan   
Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. 
 
 
Karakteristik waris 
masyarakat desa 
Parappe Kecamatan 
Campalagian 
Hukum Islam 
Hukum Adat 
Anak Laki-laki 
Mendapat 2 bagian 
Anak Perempuan 
Mendapat 1 Bagian 
Anak Laki-laki 
mendapat 2 bagian 
Anak Perempuan 
Mendapat 2 Bagian 
Rumah menjadi 
hak Anak terakhir 
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Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, masyarakat desa Parappe 
umumnya merupakan suku mandar namun berbeda pada dialeg bahasa dimana bahasa 
masyarakat desa Parappe mempunyai bahasa perpaduan dari suku Bugis dan Toraja 
yang kemudian disebut dengan bahasa Koneq-koneqe. Selain dari pada itu peneliti 
juga mengumpulkan informasi dari beberapa warga serta tokoh masyarakat yang 
dianggap cakap dan mengetahui seputar informasi mengenai pembagian harta warisan 
yang terjadi di Kecamatan Campalagian, tepatnya pada desa Parappe yang sedang 
peneliti teliti. 
Wawancara Dengan 
Nama/Kode : Abd. Jabbar Basri (42thn) / N1 
Tgl/Pekerjaan : 18 Juli 2016/ Imam Masjid (Tokoh Masyarakat) 
 
1. P : Menurut yang bapak ketahui, bagaimanakah sistem pembagian harta 
warisan pada masyarakat desa Parappe ini? 
 N1 : Berbicara mengenai sistem pembagian harta warisan terkhusus pada 
daerah ini (desa Parappe) yang juga merupakan masyarakat yang 
dominan adalah suku mandar sangatlah beragam adanya. Mengapa 
demikian? sebab sebagian dari masyarakat yang masih berpegang 
teguh kepada adat kebiasaan orang terdahulunya tentu akan lebih 
memilih proses pembagian harta warisan secara adat, yang dalam 
konteks ini tidak mengenal dengan istilah angka matematika namun 
sesuai dengan taksiran suatu barang dan juga keyakinan beserta 
kesepakatan antara ahli waris yang berhak, namun sebagian lagi dari 
masyarakat desa ini ada juga yang dalam proses pembagian harta 
warisannya mengikuti hukum islam seperti satu kalau perempuan dan 
dua kalau anak laki-laki, tapi jika dilihat lagi dari adat kebiasaan 
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3.      P : Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap opsi yang kedua, yaitu 
pembagian harta warisan melalui adat kebiasaan masyarakat 
setempat? 
 N1 : Jika dalam pembagian harta warisan masyarakat lebih condong 
kepada pembagian secara adat kebiasaan atau adat kekeluargaan, dan 
saya rasa hal demikian sah-sah saja apa bila di dasari dengan mufakat, 
tidak ada yang merasa kurang dan para ahli waris ridha atau iklas 
menerima bagian masing-masing, begitulah kiranya mengenai ahli 
waris yang sudah sepakat wajib memberikan pemahaman kepada 
anak cucu mereka, agar dikemudian hari tidak terjadi sesuatu yang 
tidak diinginkan yang mengara kepada  persengketaan.  
Alasan yang mungkin ada pada benak masyarakat mengenai 
pembagian harta warisan jika melalui aturan hukum Islam yaitu dua 
berbanding satu, ditakutkan si anak laki-laki tidak mau bekerja, lebih 
memilih untuk bermalas-malasan, enggan untuk membantu pekerjaan 
masyarakat kebanyakan dari mereka memilih pembagian sesuai 
dengan adat seperti yang telah saya sebutkan tadi dek. 
2. P : Mengapa masyarakat memilih pembagian harta warisan secara adat? 
Lalu bagaimana sistem pembagiannya? 
 N1 : Mengapa pembagian harta warisan pada masyarakat desa Parappe ini 
lebih memilih secara adat karena mayoritas penduduk disini adalah 
suku mandar, biasanya harta peninggalan dari si mayit itu baik sawah, 
kebun, ternak dsb, dibagi rata sesuai dengan harga taksiran barang 
yang akan dibagi, baik bagi anak laki-laki atau perempuan, namun 
kebiasaan masyarakat desa setempat juga yang membagi warisannya 
secara adat, anak perempuan terakhirlah yang paling berhak 
mendapatkan rumah atau lebih akrab dikenal dengan istilah (To 
tappalaus barena boyang). 
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baik itu di sawah, kebun, ternak atau pekerjaan lainnya sebab 
keyakinan dalam benaknya bahwa ia telah pasti memiliki bagian dari 
dua itu di bandingkan dengan yang satu. Sedang jika dilihat dari sudut 
anak perempuan yang telah bekerja membantu keluarga baik itu di 
sawah, kebun atau ternak mendapat bagian hanya 1 dibandingkan 
dengan anak laki-laki yang tadinya malas dan enggan untuk 
membantu. Jika dilihat secara naluri tentu pembagian secara dua 
berbanding satu dengan anak laki-laki tidaklah adil, sama halnya 
menganiaya bagi si perempuan tadi yang sudah bersusah payah untuk 
bekerja dibanding dengan anak laki-laki yang tadinya malas yang 
hanya tau berfoya-foya, dan hal demikian sangat rentan menimbulkan 
persengketaan di antara para ahli waris sebab dirasa adanya 
ketidakadilan.  
 
Wawancara Dengan 
Nama/Kode : Ust. Ahmad Nur (45thn) / N2 
Tgl/Pekerjaan : 15 Agustus 2016/ Guru Pesantren. 
 
1. P : Menurut pandangan Ust. Sendiri selaku tokoh masyarakat di desa 
Parappe ini, mayoritas masyarakat desa ini proses pembagian harta 
warisannya seperti apa? 
 N2 : Pada awal-awal dulu itu pembagian harta warisan ada yang 
mengikuti pembagian secara hukum Islam yaitu jika anak laki-laki 
mendapat 1, maka anak perempuan mendapat separuh atau 
setengah, setelah pemberlakuan pembagian harta warisan seperti itu 
berjalan kemudian timbulah masalah, sebab si anak perempuan 
minta persamaan hak dalam hal pembagian harta warisan, maka 
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timbulah perselisihan disertai dengan persengketaan diantara kedua 
belah pihak. Seiring dengan sering kalinya timbul persengketaan 
saat melakukan pembagian harta warisan melalui ketetapan hukum 
Islam, maka orang tua dahulu itu bersepakat melakukan pembagian 
harta warisan menggunakan metode kekeluargaan, musyawarah 
yang dihadiri oleh semua ahli waris yang bersama-sama mempunyai 
hak yang sama dalam pembagian tersebut. Itulah metode yang 
digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dalam proses pembagian 
harta warisan yaitu menggunakan kebiasaan orang tua dahulu 
kekeluargaan (adat). Jika dalam proses pembagian warisan secara 
kekeluargaan (adat) ini ada yang tidak sepakat maka akan di 
datangkan  seorang Ulama untuk membagi harta warisan tersebut 
secara rata sesuai hukum Islam.  
2. P : Apakah pembagian harta warisan secara adat dalam hukum Islam 
itu dibolehkan? 
 N2 : Para tokoh adat masyarakat di desa Parappe ini, yang didalamnya 
juga terdapat Ulama pemimpin Pondok Pesantern Salafiyah 
Parappe, dan Juga pemimpin Pondok Pesantren Hasan Yamani, 
menyatakan boleh. Yang terpenting dalam penyelesaian pembagian 
harta warisan tersebut harus diselesaikan dengan kekeluargaan, 
musyawarah serta kesepakatan maka sah-sah saja. Intinya jika ada 
kesepakatan anatara keluarga untuk dibagi rata maka harta warisan 
tersebut harus dibagi rata. Ini dilakukan untuk memelihara tali 
keluarga itu tidak bercerai-berai. 
3. P : Bagaimana proses pembagian harta warisan barang atau benda 
secara adat? 
 N2 : Dalam proses pembagian warisan ini, yang anak tertua laki-lakilah 
yang diberi mandat untuk membagi harta warisan tersebut kepada 
ahli waris yang lain. Mengenai proses pembagian harta warisan 
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terhadap barang ataupun benda secara adat yaitu dengan mengukur 
berapa luas dan juga lebar benda tersebut, apakah itu sawah, ladang 
ataupun kebun. Jika ada barang atau benda yang produktif dengan 
tidak produktif, maka yang tidak produktif tersebut ukuran yang 
dibagikan bisa lebih luas dibanding dengan yang produktif, 
misalnya tanah kebun dan sawah itu berbeda penghasilannya. 
Dan mengenai masalah rumah dari si pewaris, menurut adat 
kebiasaan bahwa anak terakhirlah yang berhak atas rumah tersebut, 
dalam hal demikin anak terakhir yang dimaksudkan bukan hanya 
berpatokan kepada anak terakhir dari beberapa saudara atau to 
tappalaus, melainkan anak yang terakhir menikah dan hidup lebih 
lama dengan si pewaris, namun jika dilihat dari adat kebiasaan 
masyarakat desa Parappe yang juga mayoritas suku mandar 
mengenai hal perkawinan orang tua lah yang paling berperang besar 
di dalamnya, anak tertua haruslah lebih dahulu menikah 
dibandingkan dengan adiknya, atau anak to tappalaus maka dari itu 
kebanyakan dari anak terakhirlah yang mengambil rumah sebab ia 
yang paling lama tinggal bersama orang tua (pewaris). 
4 P : Apakah dalam proses pembagian harta warisan secara adat pernah 
timbul perselisihan ataupun persengketaan? 
 N2 : 
Justru untuk menghindari perselisihan serta pertikaian dalam proses 
pembagian harta warisan maka orang tua dahulu lebih memilih 
penyelesainnnya secara kekeluargaan atau hukum adat. Kemudian 
sepeninggan pewaris, yang berhak untuk memegang sementara 
warisan sebelum dibagikan secara rata ialah anak laki-laki tertua 
dari para ahli waris tersebut.  
5 P : Kemudian bagaimana dengan pembagian harta kepada anak-
anaknya padahal orang tua masih hidup? 
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 N2 : Mengenai hal itu, memang ada orang tua yang membagi terlebih 
dahulu hartanya apakah itu sawah, kebun ataupun ternak kepada 
anaknya, namun disini yang dimaksud apabila anak itu sudah 
menikah terlebih dahulu maka ia mendapat bagiannya terlebih 
dahulu, kemudian hari jika terjadi pembagian harta warisan maka ia 
sudah tidak dapat mendapat bagian lagi karena sudah terlebih 
dahulu mendapat bagiannya ketika pewaris masi hidup. 
Tabel III. Dialog Wawancara dengan Narasumber. 
Selain itu, seperti yang telah informan penulis diatas jelaskan bahwa 
masyarakat yang berstatus sebagai penduduk di desa tersebut mayoritas memilih 
pembagian harta warisan secara adat untuk menghindari munculnya sifat malas dari 
anak laki-laki karena menganggap bahwa ia sudah berhak mendapat bagian yang dua 
dari yang satu baik ia bekerja atau tidak, sedang di sisi lain jika melihat anak 
perempuan yang lebih dominan bekerja keras dibandingkan dari anak laki-laki 
sementara ia hanya mendapat bagian satu dari bagian yang dua jika di bandingkan 
dengan anak laki-laki yang hanya bermalas-malasan. Dari sinilah berbagai 
pertimbangan yang menjadi alasan mengapa masyarakat desa Parappe kecamatan 
Campalagian lebih mengarah kepada pembagian harta warisan secara adat dibanding 
dengan pembagian warisan menurut pandangan hukum Islam. Seperti yang telah 
informan jelaskan di atas bahwa dalam proses pembagian warisan secara 
kekeluargaan (Adat) di desa Parappe tersebut tidak mengenal istilah perhitungan atau 
angka matematik seperti dalam pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam 
yang memakai angka perbandingan, namun dalam proses pembagiannya dikalangan 
masyarakat tersebut dibagi rata sesuai taksiran dari si anak tertua laki-laki yang 
mempunyai wewenang untuk membagi harta warisan peninggalan kedua orang 
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tuanya (Mayorat) tersebut yang disaksikan oleh para ahli waris yang besangkutan 
kemudian disetujui bersama-sama. Pembagian harta warisan secara kekeluargaan 
tersebut dianggap efektif dan juga meminimalisir terjadingan ketegangan yang 
berujung persengketaan diantara para ahli waris. Menurut Penuturan dari Imam 
Masjid Syuhada di desa tersebut KH. Abd. Latif Busyoh, menyatakan bahwa 
“Pembagian harta warisan secara adat yang di laksanakan secara kekeluargaan yang 
disaksikan oleh para pihak yang bersangkutan (Ahli waris) kemudian disetujui 
dengan tidak ada yang merasa dirugikan maka itu dibolehkan, karena didalamnya 
mengandung unsur menghindari perselisihan yang kemungkinan besar terjadi 
diantara para ahli waris yang sama-sama mempunyai hak dalam warisan tersebut. 
Pembagian warisan secara kekeluargaan (Adat) juga sudah disepakati dan lebih 
banyak digunakan pada masyarakat tersebut”. Selain itu, dalam proses wawancara 
dengan informan tersebut terdapat pula penyataan bahwa harta tersebut dapat 
dibagikan terlebih dahulu kepada anak yang terlebih dahulu menikah sewaktu orang 
tuanya (pewaris) masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani hal tersebut 
masuk dalam kategori Hibah, namun masyarakat setempat tetap menyebutnya 
sebagai suatu pembagian warisan. Kemudian hari, jika pewaris (orang tua) telah 
wafat dan pembagian warisan dilakukan, maka anak yang telah mendapat bagian 
terlebih dahulu tadi, tidak berhak lagi mendapat bagian. 
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C.  Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem dan Pembagian Harta Warisan 
Masyarakat Desa Parappe Kecamatan Campalagian. 
Pembagian harta warisan secara adat menurut sebagian orang merupakan 
suatu hal yang menyalahi hukum Allah swt, karena tidak berpatokan kepada hukum 
Allah dalam mengambil suatu sikap utamanya pembagian harta warisan. Pembagian 
harta warisan secara adat dianggap keliru dalam memandang hukum waris di dalam 
syariat Islam. Namun, pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma-norma 
hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan 
masyarakat, dan nyata-nyata Adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan ketertiban, 
serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma itu tidak bertentangan 
dengan hukum Islam itu sendiri.35  Dalam pembagian warisan pada masyarakat Islam 
di desa Parappe Kecamatan Campalagian mayoritas menggunakan ataupun 
menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan (adat) kemudian berbeda dengan 
pembagian harta warisan secara hukum Islam sesuai dengan perhitungan ilmu fara’id, 
namun berdasarkan tasaluh hal tersebut dibolehkan karena sesuai dengan tujuan 
pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan 
kepada al-Qur’an dan hadis. Selain itu tujuan dari pemberlakuan pembagian warisan 
secara adat ini seyogianya bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan serta 
bertujuan untuk tidak menimbulkan komflik persengketaan diantara para keluarga 
yang bersama-sama menjadi ahli waris, jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian 
harta peninggalan seseorang dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan ataupun adat 
dengan tujuan untuk kemaslahatan diantara para pihak keluarga yang juga menjadi 
                                                             
35 Miftakhul Yazid Fuadi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum 
Islam Tentang Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan”. http://www.miftkhul.fuadi@uin-
suka.ac.id.pdf (24 November 2016), h. 65. 
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ahli waris dan mempunyai hak yang sama dalam harta tersebut. Hal terbut juga 
dipilih karenakan untuk menghindari pertikaian yang kemungkinan besar terjadi 
diantara para ahli waris yang merasa dirugikan atas pembagian tersebut. Maka, 
pembagian warisan secara kekeluargaan ataupun adat ini diberlakukan oleh 
masyarakat setempat desa Parappe dengan berdasarkan kepada kesepakatan dan juga 
musyawarah bersama dengan para tokoh masyarakat, pemangku adat, dan para ahli 
waris itu sendiri. Jika mengenai dalil ayat al-Qur’an atau hadis tentang dibolehkan 
atau tidak dibolehkan dalam pembagian warisan secara adat memang jarang ditemui 
bahkan tidak ada sama sekali, namun ada beberapa pernyataan dari beberapa toko 
Islam mengenai pembagian warisan seperti yang terjadi pada masyarakat di desa 
Parappe. Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan: 
: “Ketika seorang bapak membagikan hartanya, jika skema yang dia terapkan, 
dia serahkan hartanya kepada masing-masing dalam bentuk hibah  yang 
memenuhi semua persyaratannya, seperti adanya Ijab qabul, serah terima 
atau di izinkan untuk dimiliki, kemudian masing-masing anak memiliki apa 
yang dihibahkan kepadanya, dan itu semua diberikan dalam keadaan orang 
tua masih sehat, maka hukumnya boleh. Dan masing-masing anak berhak 
atas apa yang dihibahkan, dan saudaranya yang lain tidak memiliki harta apa 
yang menjadi haknya. Sementara anak yang telah meninggal berhak 
mendapatkan bagian, seperti tanah atau barang berharga lainnya, dan 
diberikan kepada ahli warisnya…”36 
Selain itu, sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai keaneka ragaman 
hukum waris di Indonesia. Bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini 
masih bersifat pluralistic, artinya bermacam-macam sistem hukum waris di Indonesia 
berlaku bersama-sama dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal tersebut 
terbukti dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan 
                                                             
36 Lidwa Pustaka, (Ensiklopedi Hadis CDHAK9I), “Kitab 9 Imam”, Situs Resmi Lidwa 
Pustaka. http://www.lidwapustaka.com/ Lidwa Pustaka i-Software/ (25 November 2016) 
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Hukum Waris BW bersama-sama, berdampingan mengatur hal waris bagi para subjek 
yang tunduk pada masing-masing sitem hukum tersebut.37 Di samping itu khusus 
dalam bidang adat juga masih menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan 
hukum waris. Hal tersebut erat sekali kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang 
dianut dan terdapat pada masyarakat Indonesia, yaitu sistem patrilineal, matrilineal 
bilateral atau parental serta sistem kekeluargaan yang lainnya yang mungkin ada 
sebagai hasil paduan serta variasi dari ketiga sistem tersebut. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
37 Eman Suparpam, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, 
(Bandung:PT. Rafika Aditama, 2007), h. 75-76. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan secara 
umum bahwa sistem pembagian warisan yang digunakan pada masyarakat kecamatan 
Campalagian, desa Parappe yaitu menggunakan sistem pembagian warisan secara 
adat. Selain itu sistem kewariasan desa Parappe juga menganut sistem mayorat laki-
laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua. Ia 
berkedudukan menggantikan kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan. 
Kemudian dari hasil penelitian ini, peneliti juga menyimpulkan beberapa hal, yaitu: 
1. Pembagian harta warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian dilakukan 
setelah pewaris wafat, namun ada pula orang tua  yang lansung memberikan 
bagian kepada anaknya yang telah menikah terlebih dahulu karena dianggap 
sudah cakap dalam mengelolah barang ataupun benda yang diberikan 
kepadanya , hal tersebut masuk kedalam kategori hibah namun pemahaman 
masyarakat setempat tetap menyebutnya sebagai suatu warisan yang di 
berikan terlebih dahulu sekalipun pewaris (orang tua) sendiri masih hidup. 
Kemudian jika orang tua wafat (pewaris) dan dilakukan pembagian harta 
warisan di antara para ahli waris, maka sang anak tadi sudah tidak dapat 
bagian lagi oleh karena bagiannya terlebih dahulu telah diberikan kepadanya 
semasa orang tua (pewaris) masih hidup. Dalam pembagian harta warisan 
pada masyarakat desa Parappe dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan 
(adat) yang dihadiri oleh pewaris (jika masih hidup) ahli waris, serta 
pemangku adat. Namun dalam hal ini anak tertua laki-laki yang diberi mandat 
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untuk membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris yang lain secara adil 
dan rata dengan disaksikan oleh semua orang yang hadir pada saat itu. 
2. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang sistem dan 
penerapan pembagian harta warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian 
yang dimana pembagian warisannya yang secara adat berbeda dengan 
pembagian warisan secara ilmu fara’id. Namun berdasarkan tasaluh hal ini di 
bolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu 
terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan kepada al-Qur’an dan 
hadis. Pembagian harta warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian ini 
lebih menekankan secara sistem kekeluargaan hal tersebut bertujuan untuk 
menjunjung tinggi nilai persaudaraan serta bertujuan untuk tidak 
menimbulkan konflik persengketaan diantara para keluarga. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan proses dan hasil penelitian lapangan ini, maka peneliti 
memberikan beberapa saran yang dianggap penting dalam proses pembagian harta 
warisan tersebut, yaitu: 
1. Terkhusus kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, 
hendaknya mampu memberikan penyuluhan serta pemahaman tentang 
kewarisan Islam, tata cara pembagian harta warisan yang terdapat dalam 
hukum kewarisan Islam. Selain itu warga juga dituntut untuk aktif dalam 
mempelajari serta memahami hukum kewarisan Islam berdarkan ketentuan 
ilmu fara’id dalam Islam. Sebab sebagai seorang muslim hendaknya dapat 
untuk mempelajari serta mengamalkan pelajaran mengenai hukum kewarisan 
Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 
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2. Dalam pembagian warisan secara adat kekeluargaan, hendaknya musyawarah 
yang dilakukan antar ahli waris harus benar-benar adil serta sebagaimana 
mestinya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta dapat diterima 
dengan kerelaan serta meniadakan konflik kecemburuan antar ahli waris. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
PEDOMAN WAWANCARA 
Daftar pertanyaan penelitian skripsi “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan 
Pada Masyarakat Islam di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten 
Polewali Mandar” 
 
Objek penelitian : Para Tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, beserta   
masyarakat yang dianggap tau menegai sistem pembagian 
warisan yang terdapat di Desa Parappe, Kecamatan 
Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 
Hari/Tanggal :  18 Juli 2016 
Masalah Pokok dalam Skripsi ini yaitu: 
1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan pada masyarakati Islam di Desa 
Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan yang 
terjadi di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 
Mandar? 
Daftar Pertanyaan: 
1. Bagaimana sistem pembagian warisan yang terjadi di Desa Parappe ini? 
2. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara 
adat?bagaimana sistem pembagiannya? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara 
hukum adat? 
4. Bagaimana pandangan masyarakat desa Parappe sendiri mengenai pembagian 
warisan yang mereka terapkan selama ini? 
5. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda? 
6. Apa saja efek atau dampak buruk yang terjadi jika melakukan pembagian 
harta warisan secara adat? 
7. Bagaimana dengan pembagian harta orang tua kepada anak-anaknya padahal 
orang tua masi hidup? 
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